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Pembukaan 
  

Setiap negara pada hakekatnya selalu mempunyai kepentingan nasional didalam setiap kurun waktu yang bertujuan untuk mensejahterakan, rasa aman dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Kepentingan nasional tersebut selanjutnya akan dijabarkan menjadi tujuan nasional yang merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia tujuan nasional adalah mewujudkan: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945 alinea 4).” 
  
Tujuan ini kadang disebut goal, aims, atau purpose dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Elemen-elemen kekuatan nasional adalah kumpulan dari kekuatan politik, geografi, ekonomi, sumber daya alam, kapasitas industri, keuangan, jumlah penduduk, lokasi, moral, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemampuan militer aktif. Tingkatan yang tertinggi dari semua kepentingan adalah kepentingan nasional (National Interest), dimana yang artinya merefleksikan keinginan dan kebutuhan dari pada suatu negara dan bangsa. Hampir setiap kepentingan yang berkaitan dengan keamanan nasional merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari pada kepentingan lainnya. Disamping itu kepentingan nasional yang utama adalah melaksanakan konstitusi negara yang menyangkut kemerdekaan, integritas teritorial, nilai-nilai luhur kebangsaan. 
  
Menyikapi perkembangan situasi global yang berubah begitu cepat, bangsa Indonesia harus semakin siap mematangkan kualitas diri agar tidak larut dalam gelombang perubahan global. Terkait dengan tuntutan reformasi, bangsa Indonesia ditantang untuk mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, sekaligus mampu merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan global. Bangsa Indonesia harus tegak berdiri sebagai bangsa yang bersatu dan utuh, yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan hal itu pula maka Paskal selaku NGO akan menjadi mitra legislative, eksekutif dan masyarakat yang concern kepada Kepentingan Nasional dengan : 
  
 BAGIAN PERTAMA 
  
A  N  G  G  A  R  A  N     D  A  S  A  R   

  
 Pasal 1 
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 
Pusat Kajian ini diberi nama :
“PUSAT KAJIAN STRATEGIS KEPENTINGAN NASIONAL” disingkat PASKAL dan berkedudukan di Jakarta, dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain baik yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. 
  
Pasal 2 
WAKTU 
Pusat Kajian ini didirikan di Jakarta, pada tanggal delapan april tahun duaribu dua (8-4-2002) untuk jangka yang tidak ditentukan lamanya terlebih dahulu.
  
Pasal 3 
ASAS 
Pusat Kajian ini berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima 1945). 
  
Pasal 4 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dan tujuan Pusat kajian ini ialah : 
1. Menghimpun segenap potensi Akademik Kajian Strategis untuk berperan serta dalam pembangunan nasional. 
2. Memberikan kajian-kajian Strategis yang berorientasi kepada Kepentingan Nasional untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  
Pasal 5 
K E K A Y A A N 
Kekayaan Pusat Kajian ini diperoleh dari : 
a. Bantuan atau sumbangan dari perorangan, instansi pemerintah ataupun swasta yang menaruh minat terhadap Pusat Kajian ini dan yang sifatnya tidak mengikat 
b. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal dari kegiatan Pusat Kajian. 
Pasal 6 
BADAN PENDIRI 
1. Para anggota badan pendiri dari Pusat Kajian ini terdiri dari : 
a. Mereka yang mendirikan Pusat Kajian ini : 
b. Seseorang yang atas usul dari seorang anggota Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri telah ditujuk oleh rapat para anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya. 
2. Pengangkatan dan pemberhentian para Anggota Badan Pendiri dilakukan oleh rapat para anggota Badan Pendiri dengan ketentuan bahwa rapat itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumalah anggota Badan Pendiri, dan keputusan rapat adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dalam rapat itu. 

3. Badan Pendiri berhak untuk menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelindung dan/atau penasehat Pusat Kajian yang tugasnya akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga Pusat Kajian. 
4. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dari Pusat Kajian ini. 
Pasal 7 
BADAN PENGURUS 
1. Pusat Kajian ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Presiden dan seorang Sekretaris Jenderal. 
2. Para anggota Badan pengurus Pusat dipilih dan diangkat oleh Badan Pendiri untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya, akan tetapi dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali lagi. 
· Pengurus yang telah habis masa jabatannya (karena telah 2 (dua) kali menjadi pengurus) dapat diangkat/dipilih kembali apabila telah selang waktu 1 (satu) kali pengurus. 
· Para anggota Badan Pengurus Daerah dipilih dan di angkat oleh Badan Pendiri ketentuan tentang Pengurus Pusat berlaku juga untuk Pengurus Daerah. 
· Apabila dianggap perlu Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pakar yang susunannya diatur oleh Pengurus Pusat. 
Pasal 8 
KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS 
1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : 
a.  masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali : 
b. meninggal dunia : 
c.  mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis : 
d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus : 
2. Mereka yang diberhentikan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 sub d diatas, diberi kesempatan dalam tempo 1 (satu) bulan sejak pemberhentian tersebut untuk mengajukan pembelaan diri didalam rapat gabungan para anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri. 
  Pasal 9 
KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS 
1. Badan Pengurus wajib untuk menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pusat Kajian ini serta melakukan segala daya upaya untuk terwujudnya maksud dan tujuan Pusat Kajian ini. 
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan pelaksanaan dari anggaran dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna bagi Pusat Kajian, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini. 
3. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dari rapat Badan Pendiri. 
Pasal 10 
RAPAT BADAN PENGURUS 
1. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang- kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun, dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Presiden atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada Presiden, disertai keterangan singkat tentang hal yang akan dibicarakan. 
2. Semua rapat anggota Badan pengurus dipimpin oleh Presiden, jika ia tidak hadir, oleh Wakil Presiden, dan apabila Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. 
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam anggaran dasar ini, maka rapat anggota Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus. 
4. Jika yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan pada ayat 3 diatas, maka Ketua Rapat dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya 1 (satu) minngu dan selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) minggu setelah rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara-acara dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. 
5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, dan bilamana suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Badan Pengurus yang akan memutuskannya. 
 Pasal 11 
RAPAT BADAN PENDIRI 
 

Badan pendiri wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan setiap kali jika dianggap perlu oleh Presiden atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pendiri, disertai keterangan-keterangan singkat tentang hal-hal yang hendak dibicarakan.
  
Pasal 12 
TAHUN – BUKU 
1. Tahun Buku berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember. 
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku harus ditutup dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus harus dibuat suatu perhitungkan tentang penerimaan dan pengeluaran selama tahun buku yang lampau. 
3. Perhitungan tersebut disertai surat-surat pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada Rapat Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. 
4. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggungjawaban tersebut oleh Rapat Badan Pendiri berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Badan Pengurus atas segala tindakan dan perbuatannya atas Pusat Kajian selama tahun buku yang bersangkutan. 
  Pasal 13 
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PERUBAHAN 
1. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah peraturan dalam anggaran dasar Pusat Kajian ini, atau membubarkan Pusat Kajian ini hanyalah sah jikalau diambil dalam suatu rapat gabungan para anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus, dalam rapat mana harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat dari jumlah anggota masing-masing). 
2. Rapat gabungan yang dimaksud pada ayat 1 di atas dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Badan Pendiri yang hadir. 
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 ayat 4 dan ayat 5 berlaku pula untuk rapat gabungan yang dimaksud di atas. 
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa. 
5. Keputusan untuk membubarkan Pusat Kajian ini hanya dapat diambil oleh rapat gabungan para anggota Badan Pendiri dan Badan Pengurus, apabila telah ternyata dengan pasti bahwa kekayaan Pusat Kajian ini telah  sedemikian Rupa sehingga dengan itu tidak mungkin lagi untuk mencapai dan mewujudkan maksud-maksud dan tujuan Pusat Kajian ini. 
Pasal 14 
L  I  K  W  I  D  A  S  I 
Jikalau Pusat Kajian ini dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang-hutang Pusat Kajian ini dan sisa kekayaan jikalau ada penggunaannya ditentukan oleh Badan Pendiri, dengan memperhatikan maksud dan tujuannya. 
  
Pasal 15 
PERATURAN PENUTUP   
Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan diputuskan lebih lanjut oleh Badan Pengurus dalam bentuk Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. 
  
  
  
Ditetapkan di  :   Jakarta 
Pada tanggal   :   26 April 2002 
  
P A S K A L 
Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional 
Center of Strategic Studies for National Interest 
  
  
  
  
                   Ramses D. Simanjuntak, S.IP, MSi 


Abd. Ghoffar Nafchuka, S.IP, SH, MSi 
                        P   r   e   s   i   d   e   n


                               Sekretaris Jenderal
  

  

  

  

Note:
Isi Pasal-Pasal Anggaran Dasar ini sama dengan aslinya, dengan Akta Notaris Nomor 31, tertanggal 26 April 2002, oleh Notaris Augustianne Marbun, SH (Notaris Jakarta).
  
  
  
  
  
  
BAGIAN KEDUA   
 ANGGARAN RUMAH TANGGA
  
BAB I 
LAMBANG 
  
Pasal 1 
MAKNA LAMBANG 
  
Arti lambang adalah sebagai berikut : 
1. Bintang delapan mata angin bermakna mawas terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan yang akan muncul dan terjadi di Tanah Air Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Putih bermakna kejujuran. 
3. Hitam bermakna ketegasan dalam memperjuangkan “Kepentingan Nasional” Republik Indonesia. 
  
BAB II 
KEANGGOTAAN 
  
Pasal 2 
SYARAT KEANGGOTAAN 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Telah lulus minimum sarjana (S1-S3) atau setingkat  dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 
3. Sanggup mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi. 
4. Menerima motto dan ikrar Paskal “Berjuang demi Nusa dan Bangsa” serta ikut berjuang mengamankan “Kepentingan Nasional” R.I. 
5. Menyatakan diri ikut menjadi anggota organisasi Paskal melalui proses penelitian, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai anggota. 
6. Tidak terlibat organisasi terlarang baik langsung ataupun tidak langsung di tingkat nasional maupun internasional. 
  Pasal 3 
KEWAJIBAN ANGGOTA 
Setiap Anggota berkewajiban : 
1. Menghayati dan mengamalkan motto dan ikrar organisasi Paskal. 
2. Mentaati dan melaksanakan seluruh AD & ART serta keputusan-keputusan dan peraturan Paskal lainnya. 
3. Membantu Pimpinan melaksanakan tugas-tugas keorganisasian, baik diminta ataupun tidak diminta. 
4. Mengamankan dan memperjuangkan seluruh visi, misi dan program kerja oraganisasi Paskal. 
5. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi Paskal. 
6. Menghadiri Rapat-rapat dan seluruh kegiatan organisasi Paskal. 
Pasal 4 
HAK-HAK ANGGOTA 
Setiap Anggota berhak : 
1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi Paskal. 
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, saran serta pertanyaan, baik secara lisan maupun tertulis. 
3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus. 
4. Memperoleh bimbingan dari organisasi Paskal. 
5. Mewakili organisasi Paskal untuk mengikuti kegiatan di luar organisasi Paskal sesuai dengan petunjuk dan keputusan organisasi Paskal. 
6. Dan lain-lain yang ditentukan dalam peraturan organisasi Paskal. 
 Pasal 5 
DISIPLIN ORGANISASI 
1. Anggota organisasi Paskal dilarang menjadi anggota organisasi terlarang, demikian juga terhadap  Partai terlarang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
2. Anggota atau pengurus organisasi Paskal harus tunduk kepada Pimpinan Struktur organisasi Paskal yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan AD & ART. 
Pasal 6 
PEMBERHENTIAN ANGGOTA (GUGURNYA KEANGGOTAAN) 
 

Seseorang anggota organisasi Paskal dinyatakan gugur keanggotaannya dikarenakan: 
a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota organisasi Paskal yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Pengurus organisasi Paskal yang diperkuat sekurang-kurangnya satu orang saksi. 
b. Meninggal dunia. 
c. Diberhentikan. 
 Pasal 7 
TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA 
1. Seorang anggota organisasi Paskal dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD & ART organisasi Paskal atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota organisasi Paskal, atau melanggar disiplin organisasi Paskal dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi Paskal. 
2. Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pimpinan Pengurus organisasi Paskal dimana ia terdaftar sebagai anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. 
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. 
4. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada organisasi Paskal, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya. 
5. Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pimpinan Pengurus organisasi Paskal dimana ia terdaftar sebagi anggota. 
6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam organisasi Paskal, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Pimpinan Pengurus organisasi Paskal yang setingkat di atasnya berdasarakan usulan Pimpinan Pengurus organisasi Paskal dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pimpinan. 
7. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan/atau Pimpinan Pengurus organisasi Paskal yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pimpinan Pengurus organisasi Paskal dapat mengambil putusan atas permintaan itu. Dan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat merupakan keputusan yang mengikat dan tetap (mutlak). 
8. Kewenangan pemberhentian personalia, Pimpinan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dan c diatur sebagai berikut : 
a. Untuk Pimpinan Pengurus Pusat (PP) dilakukan oleh Rapat Pimpinan Pusat. 
b. Untuk Pimpinan Pengurus Daerah Propinsi (PDP) & Pengurus Daerah Husus (PDH) dilakukan oleh Pimpinan PP berdasarkan usul Pimpinan PDP & PDH. 
Pasal 8 
PEMBEKUAN  PENGURUS 
  
1. Pimpinan PP dapat membekukan PDP & PDH di tingkat bawahnya, yang pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pimpinan PP. 
2. Alasan pembekuan harus sesuai dengan AD & ART dan peraturan organisasi Paskal. 
3. Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali untuk memperbaiki pelanggarannya (dengan interval waktu masing-masing 5 hari). 
4. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Pimpinan Pengurus organisasi Paskal dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara. 
5. Pengurus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru. 
6. Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru. 
 BAB III 
DEWAN PAKAR 
  
Pasal 9 
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN 
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN PAKAR 
  
Susunan dan Personalia Anggota Dewan Pakar diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan organisasi Paskal sesuai tingkatannya. 
1. Anggota Dewan Pakar adalah merupakan penasihat suatu organisasi secara kolektif, dimana fungsinya memberikan saran, nasihat baik diminta ataupun tidak diminta kepada Pimpinan Pengurus organisasi tempat dimana Dia terdaftar sebagai Anggota Dewan Pakar sesuai dengan tingkatannya dalam menjalankan dan mengendalikan segala dan usaha organisasi Paskal. 
2. Jumlah Anggota Dewan Pakar PP sebanyak-banyaknya 48 (empat puluh delapan) orang; PDP sebanyak-banyaknya 28 (dua puluh delapan) orang; dan PDH sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang. 
 BAB IV 
STRUKTUR ORGANISASI 
  
Pasal 10 
PENGURUS PUSAT (PP) 
1. Pengurus Pusat (PP) adalah Pimpinan Tertinggi organisasi Paskal yang bersifat kolektif. 
2. PP memiliki wewenang: 
a. Menetapkan kebijakan organisasi Paskal di Tingkat Nasional sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Paskal lainnya. 
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Daerah Propinsi (PDP) dan Pengurus Daerah Husus (PDH). 
c. Membekukan Kepengurusan Pimpinan PDP dan Pimpinan PDH di tingkat bawahnya dengan prosedur AD & ART. 
3.  PP berkewajiban: 
· Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi Paskal sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Paskal lainnya. 
 Pasal 11 
PENGURUS DAERAH PROPINSI (PDP) 
1. Pengurus Daerah Propinsi (PDP) adalah Pimpinan organisasi Paskal yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi. 
2. PDP memiliki wewenang: 
a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi Paskal di Daerah Propinsi sesuai dengan AD & ART. 
b. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan PP untuk pengesahan komposisi dan personalia PDP. 
3. PDP berkewajiban: 
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebikjasanaan organisasi Paskal sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Paskal lainnya. 
b. Membuat laporan secara berkala kepada PP. 
 Pasal 12 
PENGURUS DAERAH HUSUS (PDH) 
1. Pengurus Daerah Husus (PDH) adalah pimpinan organisasi Paskal yang bersifat kolektif di Daerah Husus. 
2. PDH memiliki wewenang: 
a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi Paskal di Daerah Husus sesuai dengan AD & ART. 
b. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan PP untuk pengesahan komposisi dan personalia PDH. 
3. PDH berkewajiban: 
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebikjasanaan organisasi Paskal sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi Paskal lainnya. 
b. Membuat laporan secara berkala kepada PP. 
  
Pasal 13 
SUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN PUSAT ORGANISASI PASKAL 
  
a.        Presiden 
b.       Sekretaris Jenderal 
c.        Deputy Sekretaris Jenderal 
d.       Direktur - Direktur Kajian Bidang 
e.        Bendahara 
  
Pasal 14 
SUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN DAERAH PROPINSI ORGANISASI PASKAL 
  
a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Ketua – Ketua Kajian Bidang 
d. Bendahara 
Pasal 15 
SUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN DAERAH HUSUS ORGANISASI PASKAL 
  
a. Ketua 
b. Sekretaris 
c. Ketua – Ketua Kajian Bidang 
d. Bendahara 
  Pasal 16 
KAJIAN BIDANG 
  
1. Kajian Bidang adalah kelengkapan organisasi Paskal di tingkat Pusat, PDP & PDH yang berfungsi sebagai bagian pelaksana program-program organisasi Paskal. 
2. Kajian Bidang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 
3. Kajian Bidang di tingkat PDP & PDH harus mengikuti Kajian Bidang yang sudah ditentukan oleh Pengurus Pusat. Namun kegiatan kepengurusannya dapat disesuaikan dengan Kajian Bidang yang dibutuhkan di daerah PDP & PDH. 
BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 17 
  
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pengurus Pusat melalui Keputusan-Keputusan dan Peraturan-Peraturan organisasi Paskal. 
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
  
    
  
Ditetapkan di   :   Jakarta 
Pada tanggal   :   26 April 2002 
  
  
P A S K A L 
Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional 
Center of Strategic Studies for National Interest 
  
  
  
  
                    Ramses D. Simanjuntak, S.IP, MSi 


Abd. Ghoffar Nafchuka, S.IP, SH, MSi 
                                 P   r   e   s   i   d   e   n


                              Sekretaris Jenderal
  
  
  
Note :
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan bersamaan dengan dibuatnya Anggaran Dasar. 
 

 

 

S U R A T  K E P U T U S A N
Nomor : 001/SK/ALDP/VII/2002 

  

  

TENTANG

  

PENETAPAN ANGGOTA LUAR BIASA DEWAN PAKAR
   

PRESIDEN PUSAT KAJIAN STRATEGIS KEPENTINGAN NASIONAL

  

Menimbang
:          Bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dilingkungan “Pusat Kajian

                                  Strategis Kepentingan Nasional”.

  

Mengingat
:
  

Anggaran Dasar, Pasal 7 ayat 2 poin 3.




Anggaran Rumah Tangga, Bab III, Pasal 9.




Hasil Rapat Pimpinan Pengurus Pusat tanggal 4 Juli 2002.

  

Menetapkan
:
  
Seseorang dapat diangkat menjadi Anggota Luar Biasa Dewan Pakar.





Adapun persyaratannya, yang bersangkutan lulus SLTA/pernah kuliah/diakui

                                 kecakapan, kecerdasan, kepemimpinan dan kredibilitasnya baik ditingkat

                                 Kabupaten/Propinsi/Nasional.

  

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

  

  

  

                                                                                  Ditetapkan di  :  J  a  k  a  r  t  a 

                                                                                  Pada tanggal   :  4  Juli  2002 
  

  

                                                                       RAMSES  D. SIMANJUNTAK, S.IP, M.Si 

                                                           P    R    E    S    I    D    E    N

Tembusan :
1. Dewan Pakar P. Pusat
2. Sekretaris Jenderal
3. Arsip
 

  
 

